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ABSTRAK

Pelabuhan Teluk Bayur dikelola oleh PT. (Perscro) Pelabuhan Indonesia 1T
sebagai pemegang hak pengelolaan. Hak pengelolaan di sini termasuk hak penguasaan
atas tanah negara vang kewenangannya sebapian dilimpahkan kepada pemegangnya,
Landasan hukum dari hak pengelolasn hanya disingpung dalam Penjelasan Umuom 11
anpka (2) dan Pasal 2 ayat {2) ULPA sedangkan hukum materilnya terdspat dalam
Peraluran Menteri Dalam Megeri No. | Tahun 1977, Dalam kedodukannya schaga
pemegang hak pengelolaan diantaranya terdapat kewenangan untuk menyerahkan hagian-
bagian <ari tanah hak pengelolaan itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan vang
ditetapkan melalui perjanjian dengan ketentuan pemberian hak tersebut dilakukan oleh
pejabatl Kantor Pertanohan, Hak yang dapat diberikan kepada pibak ketiga hanya berupa
HGRE dan hak pakai, bukan hak sewa seperti vang dilakukan oleh IMT. (Persera)
Pelabuhan Indonesia 11 Cabang Teluk Bayur. Artinya perjanjian vang dilakukan bukan
perjanjian sewa menyewa tansh, karena objek perjanjian ini adalah tanah vang dikuasai
negara, Dalam hal ini perlu diperhatiken pembatasan asas kebebasan berkontrak
schagaimana vang terdapat pada Pasal 1337 KUH Perdata.  Berdasarkan uraian di atas,
ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibobas dan dikaji, vaitu bagaimana
proses teradinva dan pelaksanaan perjanjian penggunaan tanah tersebul, serta status
bangunan jika perjanjian berakhir Penelitian ini merupakan penelitian hukum cmpiris.
Penarikan sampel mengeunakan teknik non probability sampling dengan memakai sistem
purposive sampling. Data penulisan ini berupa data primer dan data sekunder dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, selanjutnya data
tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kuoalitatif Berdasarkan
penelitian ini disimpulkan bahwa proses terjadinya perjanjian penggunaan tanah terscbut
berasal dari kewenangan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Teluk Bayur
sebagai pemepang hak pengelolaan ates tansh sesuai dengan aturan yang ada dalam Sk
Dirgksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 11 Wo. HE. 56/1/2/PL1-2000. Dalam
prakteknya tidak ada sertifikat HGR maupun Hak Pakai. Pada saat perjanjian berakhir,
PT. (Persera) Pelahuhan Indonesia 1T Cabang Teluk Bayur akan memberikan ganti rugi
terhadap bangunan penduduk hanya apabila sewakiu-wakiu terjadi pembatalan sccara
sepihak oleh PT. (Persern) Pelabuhan Indonesia 11 Cabang Teluk Bayur akan
menggunakan tanah lersebut.



BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yiang sah dan berdaulat serta adanva wilayah dan rakyat vang
mendiami wilayah tersebut merupakan svarat berdirinya suatu negara. Wilavah negars
yang menjadi kekuasaan negara it adalah daratan, lautan serta ruang udara. Wilavah laut
sualu pegara memegang peranan penting dalam perekonomian, di samping bidang
pertahanan guna menjaga keutuhan integritas negarn. Salsh satm bahagian dari wilayah
lautan tersebut adalsh pelabuban.

Dewasa ini fungsi dari sebuah pelabuhan telah jaoh menpalami perkembangan.
Artinya, pelabuhan tidak hanva berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang berupa
pengangkutan saja tetapi juga memiliki bidang vsaha lain yang memanfaztkan areal lahan
pelabuhan,

Indenesia memiliki banvak pelabuhan-pelabuhan laot vang tersebar dari Sabang
sampal Merauke. Pelabuban-pelabuban laot tersebut dikelols oleh empat PT, {Persera)
Pelabuhan Indonesia, di antaranya adalah Pelabuhan Teluk Bayur Padang,

Pelabuhan Teluk Bayur Padang dikelola oleh sebuab badan usaha vang
berbadan hukum, yaitu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 11 Cabang Teluk Bayur.
PPerusahaan ini memiliki aktiva vang cukup besar nilainya dan diantaranva dalam bentuk
tanah dan perairan. DM samping itu, aktiva tanah dan persiran mempunyal peranan

penting dan sirategis yang dapal menjamin kelangsungan ussha perusahaan sesuai dengan




peran dan fungsinya karena berlangsungnya kegiatan perusshaan mutlak dilaksanakan di
atas lahan vang tersedia,

Dengan demikian, faktor tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai
peranan yang sangat penting. Pada era pembangunan ini, arti penting tanah semakin
disadart schagai salah satw faktor penting yang akan menentukan  keberhasilan
pelaksanaan pembangunan.

Fakta tentang adanya hubungan antara manusia dengan tanah dapat dipandang
sebagai fakta hukum, vaitu fakta atow kenyataan yang distur dan diberi akibat oleh hukum
sehingga dapat juga disebul dengan Rechisfeiten. Hubungan antars manusia dengan
tanah, tidak terkecuali di Indonesia, selafu distur oleh hukum. Hukum yang mengatur
hubungan antara manusia dengan tanah yang ada di Tndonesia sebelum kemerdekaan,
pada satu pihak diatur oleh hukum adat dan pada pihak lain diatue pula oleh hukum tanah
kolonial Belanda yang bempangkal pada dgrarische Wer Stootshlad 1870 No, 557
Semenjak kemerdekoan Republik Indonesia, hubungan antara manusia dengan tanah di
[ndonesia prinsip dasarnya ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1943
(U, “Bumi, air dan kekayean alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat™,

Ketentuan tersebut semenjak tanggal 24 September 1960 dijabarkan lebih lanjui
oleh Undanp-undang Mo, & Tahun 1960 entang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Apraria,
vang dikenal dengan UUPA, Pasal 2 ayal (1) UUPA terscbut menyatakan, “Atas dasar
dalam Pasal 33 avat (3) UL 1945 dan hal-hal yang sebagai vang dimaksud dalam Pasal
1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yvang terkandung di dalamnya

pada tingkatan tertingpi dikuasal oleh negara sebagai organisasi kekuwasaan seluruh

Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistemy UUPA, Rineka Cipta. Jakarta, 19935, hal. 9.
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rakyat”. Ketentuan Pasal 2 ayal (1} tidak menempatkan nepara sebupai pemililk,
melainkan menetapkan hak menguasai dari negara. Dengan tidak ditempatkannya negara
sehagai pemilik, melainkan hanya memberikan hak menguasai pada negara, berarti asas
domein yang dianut oleh hukum agraria kolonial Belanda telah ditingsalkan oleh hukum
agraria nasional, karena bukan saja bertentangan dengan Pasal 33 avat (3) UUD 1943,
melainkan juga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.

Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan Pasal 33 avat (1) UUD 1945
dan Fasal 2 ayat (1) UUPA di atas berisi kewenangan yang dijelaskan olch Pasal 2 avat
(2 ULPA, yaitu:

Hak mengunsai dari nepara termasuk dalam avat (I} pasal ini memberi

WEWCnang untuk:

& Mengator dan menyelengearakan peruntukan, penggunaan, persedisan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angakasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa.

€. Menentukan dan mengalur hubengan-hubungan bhukum antera crang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan rusng angkasa.
Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam

hak atas tanah vang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut undang-

undang dan peraturan-peraturan hukum Iuh-u-qr-;q,j Dalam Pasal 16 aya (1) ULUPA

dinyatakan, hak-hak atas tanah sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) ialah -

a. hak milik

b, hak guna usaha
hak guna bangunan
hak pakai
hak sewa

hak membuka tanah

hak memungut hasil hutan

. hak-hak laun vang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas vang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak vang sifatnya sementara yang
dischutkan dalam pasal 53.
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BAR IV

FENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses terjadinys perjanjian pengeunaan tanah oleh PT. (Persera) Pelabuhan
Indonesia 11 Cabang Teluk Bayur bersal dari kewenangan yang diperaleh olch PT,
(P'ersero} Pelabuhan Indonesia 1l sebagai pemegang hak pengelelaan  atas
pelabuhan. Kewenangan bagi PT. (Persern) Pelsbuhan [ndonesia 11 schagai
pemegang hak pengelolaan atas tanah pelabuban diantaranva berupa kewenangan
uniuk menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan it kepada pihak
ketiga menurut persyaratan vang ditetapkan. Untuk kescragaman penerapannya di
seluruh jajaran pelabuhan vang berada di lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia [l maka diterbitkan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuban Indonesia [1
Mo, HE. 36/ 12/PLI-2000 tangeal 3 Januari 2000,

2. Berdasarkan surat perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan ini, pads sast
perjanjian berakhir pihak PT. {Persero) Pelabuhan Indonesia 11 Cabang Teluk
Bayur tidak memberikan ganti rugi sedikipun kepada pihak pengguna tanah,
Mamun dalam prakieknya, apabila sewaktu-wakiu terjadi pembatalan secara
sepihak oleh T, (Persero} Pelabuhan Indonesia 1T Cabang Teluk Bayur akan
mengeunakan tanah tersebut, maka pihak PT. (Persere) Pelabuhan Indonesia 11

Cabang Teluk Bayur akan memberikan ganti rugi kepada pihak pengruna tanah.
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